BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUUJI,

bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di
Kabupaten Mesuji diperlukan adanya gudang/lumbung
Cadangan Pangan yang pengelolaan nya dikelola oleh
Pemerintah Daerah;

bahwa untuk menciptakan tata kelola pemanfaatan
cadangan pangan di Kabupaten Mesuji, dibutuhkan
suatu peraturan terkait pengelolaan cadangan pangan di
Kabupaten Mesuji;

bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas,
maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan
Bupati Mesuji tentang Pengelolaan Cadang Pangan
Pemerintah Kabupaten Mesuji.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Adminitrasi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan , Mutu dan Gizi Pangan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :
65/PERMENTAN/0T.140/12/2010 tentang  Standar
Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi
dan Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan  Produk  Hukum = Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Mesuji;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 11 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN

PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1

. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Mesuji.

. Bupati adalah Bupati Mesuji.
. Dinas Ketahanan Pangan, selanjutnya disingkat DKP adalah Dinas

Ketahanan Pangan Kabupaten Mesuj.

. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mesuji.
. Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan adalah Tim Pelaksana pengelolaan

Cadangan Pangan Kabupaten Mesuji.

. Pangan adalah beras dan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati

dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan
sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia.



8. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola
pemerintah yang terdiri dari cadangan Pangan pemerintah desa,
kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang di
kelola atau dikuasai oleh pemerintah daerah untuk dikonsumsi
Masyarakat dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan
gejolak harga pangan di Kabupaten Mesuji.

10. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang
hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuaan manusia untuk
mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.

11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi,
tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor
dan bencana alam lainnya.

12. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang
berkepanjangan akibat kemarau panjang dan atau kebanjiran sehingga
merupakan masa sulit dalam penyediaan pangan di suatu tempat
tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar
untuk penyediaan dan kebutuhan.

13. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah,masyarakat,rumah
tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup
untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan
kesehatan masyarakat.

14. Rawan Pangan Transien adalah Kondisi Rawan Pangan akibat kejadian
yang mendadak seperti banjir, kebakaran dan angin topan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum
pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah guna mendukung
penyediaan cadangan pangan daerah Kabupaten Mesuji dalam
menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani
pangan sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga saat
panen.

(2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan
yang stabil antar waktu dan antar daerah;

b. memenuhi kebutuhan pangan Masyarakat yang mengalami keadaan
darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;

c. Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan
transien khususnya pada daerah terisolir dan daerah kondisi
darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis
karena kemiskinanan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang Lingkup Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati ini adalah pengelolaan
cadangan pangan bagi masyarakat dalam kondisi sebagai berikut :
a. Kerawanan pangan daerah bencana sebagai akibat bencana alam atau
keadaan darurat;



b. Perubahan gejolak harga yang signifikan, yaitu kenaikan lebih dari 25 %
(dua puluh lima persen) dari harga pembeliaan pemerintah selama 2
(dua) bulan berturut —turut;

c. Rawan pangan transien khusus nya pada daerah terisolir dan Daerah
kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan
kronis karena kemiskinan.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Pelaksana

Pasal 4

(1) DKP bertugas untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerahnya
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DKP
membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pemerintah Daerah.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan
Bupati.

Bagian Kedua
Tahapan Pengelolaan

Pasal 5
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terdiri atas :
a. Pengadaan dan Penyimpanan;
b. Penyaluran;
c. Monitoring dan Evaluasi; dan
d. Pelaporan.

Bagian Ketiga
Pengadaan dan Penyimpanan

Pasal 6

(1) Bahan pangan yang dapat dijadikan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
adalah pangan berupa beras dengan kualitas medium.

(2) Pengadaan atas cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(3) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dititipkan di gudang Badan
Urusan Logistik terdekat dan/atau Gabungan Kelompok Tani yang
memiliki gudang penyimpanan dengan tetap berpedoman kepada
ketentuan peraturan perundng-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Penyaluran

Pasal 7
(1) Bupati memerintahkan kepada Kepala Dinas untuk menyalurkan
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada masyarakat pasca bencana
alam atau bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan,
keadaan darurat dan atau bencana sosial.



(2) Tim Pelaksana Cadangan Pangan melakukan identifikasi dan verifikasi
terhadap kelompok sasaran/masyarakat calon penerima bantuan
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya di sampaikan
kepada Kepala Dinas.

(3) Kepala Dinas menetapkan volume beras yang akan disalurkan dari lokasi
sasaran sesuai hasil verifikasi Tim pelaksana Pengelolaan Cadangan
Pangan.

(4) Tim Pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Pangan membuat berita acara
bantuan cadangan pangan kepada kelompok sasaran masyarakat yang
diketahui oleh Kepala Desa serta Camat setempat.

(5) Kepala Dinas Ketahanan Pangan melaporkan pelaksanaan penyaluran
cadangan pangan daerah kepada Bupati.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 8

(1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh tim pelaksana
pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah agar dapat diambil
tindakan untuk memperbaiki dan penyempurnaan yang akan datang
meliputi: pengadaan, penyampaian, pendistribusian dan pembaharuan
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

(2) Monitoring dilakukan sedini mungkin untuk mengetahui berbagai masalah
yang muncul di lapangan sebagai wupaya penyelesaian oleh tim
pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

(3) Evaluasi kegiatan dilaksanaan setiap semester, hasil dari evaluasi di
pergunakan sebagai bahan penyempurnaan, pelaksanaan kegiatan tahun
berikutnya.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 9
Setiap penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk
penanggulangan rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan
darurat, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan
untuk masyarakat miskin dan rawan pangan kronis, dilaporkan oleh Kepala
Dinas kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan, lokasi penyaluran
bantuan dan sisa cadangan pangan yang masih ada di gudang pemerintah.

BAB V
ANGGARAN

Pasal 10
(1) Segala biaya yang timbul dalam hal penyediaan Cadangan Pangan
Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Mesuji melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran DKP.
(2) Pembiayaan kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Identifikasi, Verifikasi,
Penyaluran dan  Pelaksanaan  pengelolaan Cadangan  Pangan
Pemerintahan Daerah.



BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini terkait mekanisme
dan teknis pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
Pada tanggal 16 Agustus 2019

Plt. BUPATI MESUJI,
Dto.

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 16 Agustus 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

Dto.

INDRA KUSUMA WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2019 NOMOR 54



